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INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji politik
hukum serta kendala - kendala dan upaya untuk menyelesaikan kendala - kendala
dalam penyusunan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Oleh
karenanya, hal itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap perubahan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta maka telah dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata - Kata Kunci : Politik Hukum, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan.
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Abstraction

The thesis aims to find out and examine legal politics as well as constraints
and efforts to resolve constraints in the preparation of Daerah Istimewa
Yogyakarta Regional Regulation Number 3 Year 2017 concerning the
Implementation of Government Affairs which Become the Authority of Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Since the promulgation of Law Number 23 Year 2014 concerning
Regional Government, brought many changes in the administration of
government, one of which is the division of regional government affairs.
Therefore, it also has a legal effect on changes in the administration of
government affairs by the Daerah Istimewa Yogyakarta Government.

To realize legal certainty in the administration of concurrent governmental
affairs which are the authority of the Daerah Istimewa Yogyakarta Government, a
Daerah Istimeawa Yogyakarta Regional Regulation Number 3 Year 2017
concerning the Implementation of Government Affairs Becoming the Authority of

the Daerah Istimewa Yogyakarta has been established.

Key Words : Political Law, Regional Regulations, Administration of Government

Affairs.
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